BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

[ Umum

Kedaulatan negara adalah konsep yang mendasari kerangka hubungan
internasional di masa modern. Bagi negara-negara maritim, kedaulatan di laut
adalah bagian tidak terpisahkan dari kedaulatan negara. Sengketa batas wilayah
maritim (maritime border dispute) masih banyak terjadi karena proses delimitasi
(penentuan batas) di laut sangat dipengaruhi kondisi geografis pantai yang
berbeda-beda. Keberagaman kondisi spesifik tersebut menjadikan penerapan
prinsip-prinsip  umum dan aturan yang ditentukan dalam United Nations
Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tidak mudah.'® Meskipun tidak
mudah untuk menentukan batas maritim antarnegara, prinsip-prinsip dalam
UNLCOS telah menjadi pedoman. Permasalahan muncul ketika Cina
menggunakan klaim yang tidak diakui oleh UNCLOS.

Klaim Cina di Laut Cina Selatan didasarkan pada sembilan garis putus-
putus (nine dash line) yang pertama kali digunakan dalam sebuah peta terbitan
Cina tahun 1947"". Wilayah laut yang tercakup dalam klaim Cina meliputi area
yang sangat luas yang masuk kedalam klaim teritorial laut negara-negara lain
berdasarkan UNCLOS. Negara lain yang merasa dirugikan oleh adanya klaim
Cina tersebut memprotes dan berupaya untuk menyelesaikan sengketa batas
tersebut. Dalam tatanan hubungan internasional, sengketa perbatasan maritim
diselesaikan melalui mekanisme hukum internasional secara damai. Akan tetapi
Cina tidak mengakui keputusan arbitrase dari Permanent Court of Arbitration
(PCA) berdasarkan gugatan Filipina.

Dalam keputusan yang terbit pada tanggal 12 Juli 2016 itu, PCA
memutuskan bahwa tidak terdapat bukti sejarah bahwa Cina pernah memiliki
kendali eksklusif di perairan dan sumber daya di wilayah yang diklaim berdasarkan
nine-dash line'>. Strategi Cina yang menolak upaya hukum diiringi dengan

10 Tanaka, Yoshifumi. 2018. The Divided Oceans: International Law Governing Jurisdictional
Zones. Cambridge University Press, pp 196- 228.

' Wu, Shicun. 2013. Solving Disputes for Regional Cooperation and Development in the South
China Sea: A Chinese Perspective. Chandos Asian Studies Series. Elsevier Reed.

"2 PCA. 2016."Press Release: The South China Sea Arbitration (The Republic of the Philippines v.
The People's Republic of China)". 12 July 2016.
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peningkatan perilaku koersif dalam menghadapi upaya negara-negara lain untuk
menegakkan klaim masing-masing. Untuk menghadapi tindakan koersif Cina di
Laut Cina Selatan, Indonesia harus jeli mengenali penggunaan strategi wilayah
abu-abu yang diwujudkan dalam tindakan Cina. Dari pemahaman mengenai
perilaku tersebut, dapat dilakukan reformulasi strategi yang efektif untuk
menghadapinya. Tinjauan pustaka bertujuan utuk menganalisa lebih dalam tiap-
tiap pokok bahasan dalam tulisan ini. Tinjauan pustaka ini secara sistematis terdiri
atas telaah dari sisi yuridis berupa peraturan perundang-undangan terkait,
kerangka teoretis, data dan fakta terkait objek kajian, serta lingkungan strategis

yang mempengaruhi (global, regional, dan nasional).

8. Peraturan Perundang-Undangan

Dalam rangka reformulasi strategi penangkalan Indonesia dalam
menghadapi tindakan koersif Cina di Laut Natuna Utara, telah terdapat pedoman
yuridis, ketentuan, dan rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar, sekaligus
sebagai payung hukum bagi upaya tersebut yang berdasarkan Pasal 7 Undang-
Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan. Hierarki dan jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri
atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945,
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Tap MPR RI),
Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu),
Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah
(Perda) Provinsi, dan Perda Kabupaten/Kota, sebagai berikut'?:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(UUD NRI 1945) sebagai Landasan Konstitusional

Sebagai peraturan perundang-undangan yang menduduki hierarki

tertinggi, UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia’®. Di dalam Pembukaan

UUD NRI Tahun 1945 Alinea ke- IV, tercantum tujuan nasional bangsa

Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

' YU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7.
" Ibid. Pasal 3 Ayat (1).
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bangsa, serta ikut serta dalam ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,

I'®. Dalam rangka mewujudkan tujuan

perdamaian abadi, dan keadilan sosia
nasional tersebut, diperlukan partisipasi maksimal dari seluruh komponen
bangsa dalam menghadapi berbagai macam ancaman, tantangan,
hambatan, dan gangguan (ATHG), baik yang berasal dari dalam maupun
iuar negeri.

Salah satu ATHG yang paling krusial untuk segera direspons secara
cermat dan saksama adalah tindakan koersif Cina di Laut Natuna Utara,
yang mana salah satunya adalah masuknya kapal-kapal nelayan tradisional
Cina dengan dikawal oleh coast guard Pemerintah Cina. Dalam batang
tubuh UUD NRI Tahun 1945, substansi terkait reformulasi strategi
penangkalan tercermin pada Pasal 25 UUD NRI 1945 yang menyatakan
bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebuah negara
kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-
haknya ditetapkan dengan undang-undang’®. Upaya reformulasi strategi
penangkalan di sini dimaksudkan untuk menjaga dan melindungi batas-
batas dan hak-hak NKRI dalam menghadapi tindakan koersif Cina di Laut
Natuna Utara yang berpotensi melanggar kedaulatan nasional Indonesia.

b. UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations
Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982

Kedaulatan suatu negara atas wilayah laut diatur dalam hukum laut
internasional yang tersusun dalam dokumen United Nations Convention on
the Laws of the Sea (UNCLOS) yang ditandatangani oleh 168 negara atau
entitas hukum, termasuk Cina. Pengakuan atas UNCLOS memberikan hak
pada negara-negara pantai untuk melakukan klaim wilayah dan Zona
Ekonomi Eksklusif'’. Penetapan batas-batas wilayah di laut diatur dengan
prinsip-prinsip hukum internasional yang bersumber dari konvensi
internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip hukum yang

lazim dan diterima oleh bangsa-bangsa.

'° Pembukaan UUD NRI 1945 Alenia ke-IV.

' Pasal 25 UUD NRI Tahun 1945.

7 UN. 1982. United Nations Conventions on the Law of the Sea.
https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf, diakses pada &
Agustus 2021 pukul 1.48 WIB.
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Dalam penetapan wilayah perairan suatu negara pantai, terdapat
wilayah laut yang termasuk yurisdiksi dan kedaulatan nasional suatu
negara, yang meliputi perairan pedalaman, laut teritorial, selat internasional,
perairan laut kepulauan, dan zona tambahan. Wilayah laut yang berada di
luar kedaulatan tapi dalam yurisdiksi suatu negara meliputi ZEE dan landas
kontinen. Sedangkan wilayah laut yang berada di luar kedaulatan dan
yurisdiksi negara manapun adalah laut lepas dan dasar laut yang berada di
luar batas-batas tersebut’®. Lihat lampiran 1 gambar 2.1.

c- UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Salah satu pertimbangan yang digunakan dalam perumusan UU ini
adalah diperlukannya suatu landasan hukum untuk melakukan pengaturan
tentang wilayah perairan Indonesia, kedaulatan nasional Indonesia,
yurisdiksi teritorial Indonesia, hak dan kewajiban, serta kegiatan di wilayah
perairan Indonesia dalam rangka penyelenggaraan pembangunan nasional
yang berdasarkan pada wawasan nusantara. Dalam UU ini, dijelaskan
secara mendetil definisi-definisi khusus, seperti konsep negara kepulauan,
pulau, kepulauan, alur laut, termasuk UNCLOS yang merupakan konvensi
hukum laut internasional yang diratifikasi oleh Indonesia. Pada Pasal 4,
dijelaskan bahwa kedaulatan Negara Republik Indonesia (NRI) di perairan
Indonesia mencakupi laut teritorial, perairan kepulauan, perairan
pedalaman, dasar laut dan tanah di bawahnya, serta sumber kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya®.

d. UU No. 3Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Salah satu konsiderasi yang digunakan dalam perumusan UU ini
adalah bahwa pertahanan negara merupakan salah satu fungsi
pemerintahan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan nasional
sebagaimana termaktub dalam Preambul UUD NRI 1945 Alinea ke-IV.
Pada Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa sistem pertahanan negara yang
dianut oleh Indonesia adalah sistem pertahanan negara yang bersifat
semesta, yang artinya melibatkan seluruh warga negara Indonesia, wilayah,
serta sumber daya nasional lainnya. Pelibatan seluruh sumber daya

8 Ibid.

'® UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, diakses di http://idih.kkp.go.id/peraturan/uu-
1996-06.pdf, pada 21 Agustus 2021, pukul 22.05 WIB.
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nasional yang dimiliki dalam konteks sistem pertahanan negara ini harus
dilakukan secara menyeluruh, terpadu, terpusat, dan berlanjut, dalam
rangka menegakkan kedaulatan nasional, menjamin keselamatan seluruh
bangsa Indonesia, serta menjaga kedaulatan wilayah?°,
&, UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Dalam UU ini dijelaskan bahwa TNI merupakan instrumen negara di
bidang pertahanan yang mengemban tugas dan tanggung jawab yang
ditetapkan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Pada
Pasal 4 disebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI Angkatan Darat (AD), TNI
Angkatan Laut (AL), dan TNI Angkatan Udara (AU), yang melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya secara matra atau gabungan di bawah
Panglima TNI. Sebagai instrumen pertahanan negara, TNI berfungsi
sebagai penangkal terhadap segala macam ancaman militer dan
bersenjata, baik yang berasal dari domestik maupun luar, yang mengancam
kedaulatan nasional, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa
Indonesia. Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, TNI bertindak

sebagai komponen utama pertahanan negara?'.

Kerangka Teoritis
a. Teori Strategi Wilayah Abu-Abu (Grey Zone Strategy)

Michael Green (2017) memberikan definisi strategi wilayah abu-abu
sebagai upaya atau serangkaian upaya yang melampaui penangkalan
bersifat tetap dan jaminan-jaminan yang bertujuan untuk mencapai
sasaran-sasaran bidang keamanan tanpa menggunakan secara langsung
kekuatan dalam jumlah besar, dengan demikian menghindari batas tertentu
yang akan memicu perang®. Sangat relevan dengan tulisan ini,
pelaksanaan strategi wilayah abu-abu dapat menggunakan berbagai
sarana termasuk pelibatan pihak lain (proxy), operasi militer rahasia, atau

% UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, diakses di

21

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/331/node/539/undangundang-nomor-3-tahun-

2002/, pada 21 Agustus 2021, pukul 22.14 WIB.
UU No. 34 Tahun 2004 tentang Pertahanan Negara, diakses di
https://www.dpr.go.id/dokblog/dokumen/F 20150616 4760.PDF, pada 21 Agustus 2021, pukul

22.23 WIB.

? Green, M. Et. al. 2017. Countering Coercion in Maritime Asia: The Theory and Practice of Grey

Zone Detterence. Lanham: Rowman & Littlefield.
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aktivitas paramiliter melalui media darat, laut, udara, dan siber. Selain itu,
strategi ini juga dapat memanfaatkan aktivitas ekonomi, hukum, dan
penggunaan pengaruh.

Belakangan ini, konsep mengenai strategi wilayah abu-abu semakin
menarik perhatian para pengamat dan peneliti karena adanya peningkatan
aktivitas Cina yang dianggap “di atas situasi damai’ tapi masih “di bawah
ambang perang” menghasilkan situasi ambigu yang abu-abu, yang mana
tidak terwujud perdamaian tapi juga tidak terjadi perang. Amy Chang,
FitzGerald, dan Van Jackson (2018) berpendapat bahwa wilayah abu-abu
ini dapat didefinisikan sebagai “suatu kondisi terjadinya kompetisi kemanan
di antara damai dan perang.”® Sejalan dengan itu, Antulio Echevarria
menjelaskan bahwa wilayah abu-abu meliputi juga “‘penggunaan kekuatan
militer yang tidak sampai mencapai kondisi perang akan tetapi secara jelas
bukan untuk tujuan damai”?*.

Perilaku agresif yang masih berada di bawah ambang batas perang
menjadi perhatian dari beberapa negara. Prancis menyatakan dalam
strategi keamanan nasionalnya pada 2017 bahwa penggunaan postur
yang ambigu semakin sering terjadi, yang mana negara-negara tertentu
meningkatkan penggunaan proxy untuk menghadapi kekuatan militer
konvensional®®. Serupa dengan itu, Strategi Keamanan Nasional Amerika
Serikat pada 2017 memuat pernyataan “... banyak pelaku yang memiliki
keterampilan untuk beroperasi di bawah ambang batas konflik militer —
menantang Amerika Serikat, sekutu-sekutu kita, dan mitra kita dengan
tindakan bermusuhan yang disamarkan sehingga dapat disangkal’®.
Pilihan Cina untuk menggunakan tindakan koersif sebagai aplikasi dari
strategi wilayah abu-abu dapat dipahami sesuai penjelasan Brands (2016)

Chang, A. et. al. 2015. Shades of Gray: Technology, Strategic Competition, and Stability in
Maritime Asia. Washington D.C.: Center for a New American Security.

Echevarria, Antulio J. Il. 2015. “How Should We Think about “Gray-Zone” Wars?”. Infinity
Journal, Volume 5, Issue 1, fall 2015. Hal. 16-20.

Republic of France. 2017. Defence and National Security Strategic Review 2017-Key Points,
Paris, 2017a, p. 47.

White House. 2017. National Security Strategy of the United States of America. Washington,
D.C., December 2017.
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bahwa “pendekatan wilayah abu-abu seringkali digunakan oleh kekuatan
revisionis” yang ingin mengubah status quo yang ada?®".
b. Teori Penangkalan (Deterrence Theory)

Dalam menghadapi suatu tantangan terhadap kepentingan nasional,
pimpinan negara perlu menentukan kebijakan yang bertujuan untuk
menangkal keinginan lawan yang akan merugikan kepentingan sendiri.
Snyder (1960) dalam teorinya menyatakan bahwa penangkalan adalah
upaya-upaya untuk mengubah perhitungan risiko lawan, yang ditentukan
dari nilai tujuan yang ingin dicapai dan harga yang diharapkan harus
dibayar untuk mencapai tujuan tersebut sebagai dampak dari kemungkinan
respons yang akan dilakukan oleh pihak yang melakukan penangkalan?.
Apabila suatu negara menilai bahwa harga yang harus dibayar lebih besar
dari keuntungan yang diharapkan, maka kecil kemungkinan akan dilakukan
tindakan koersif.

Strategi penangkalan semakin penting dalam menghadapi musuh
potensial yang memiliki kemampuan signifikan, sehingga risiko yang
dihadapi apabila terjadi konflik terbuka semakin besar. Akan tetapi,
pemahaman mengenai penggunaan penangkalan sebagai sebuah strategi
masih belum banyak dipahami®®. Pada dasarnya penangkalan adalah suatu
bentuk tawar-menawar antara dua negara atau lebih yang memiliki tujuan
yang bertentangan. Oleh karena itu, penangkalan bertumpu pada
kemampuan untuk mengkomunikasikan kerugian yang akan dihadapi lawan
apabila dia meneruskan tindakannya. Kaufman (1956) berpendapat bahwa
kebijakan penangkalan adalah bentuk prakiraan yang spesifik, yaitu suatu
prakiraan mengenai harga dan risiko yang akan dihadapi dalam kondisi
tertentu, dan keuntungan yang akan diterima bila kondisi tersebut

dihindari”®°,

27

28

29
30

Brands, H. 2016. “Paradoxes of the Grey Zone”. E-Notes. (6/2/2016),
https://www.fpri.org/article/2016/02/paradoxes-gray-zone, diakses pada 19 April 2021, pukul

0.45 WIB.
Snyder, G. 1960. “Deterrence Theory Revisited”. Journal of Conflict Resolution 4, No.2 (1960):

167.

Mazarr, M. 2018. Op. Cit.
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C. Teori Perumusan Strategi (Strategy Formulation Theory)

Seluruh strategi memiliki komponen logis yang sama, yaitu tujuan
(ends), cara (ways), dan sarana (means), yang saling menentukan.
Penentuan strategi pada tingkat nasional perlu untuk menjawab pertanyaan
dasar, yaitu bagaimana cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan
dengan menggunakan sarana yang tersedia dengan mempertimbangkan
risiko (risks) dan harga/pengorbanan (costs) yang ditimbulkan dari strategi
tersebut. Pada tingkat nasional, strategi menggunakan instrumen-instrumen
kekuatan nasional untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam
kebijakan dengan menentukan garis besar cara bertindak (course of action)
atau panduan yang akan digunakan oleh pemerintah dan aparatnya untuk
mencapai tujuan nasional®'. Johnson dan Scholes (1997) memberikan
kerangka kerja dalam proses pengelolaan strategi yang diterapkan dalam
konsep strategi nasional yang meliputi analisa strategi, pengambilan
keputusan strategis, dan implementasi strategi®?.

Sebagai suatu rumusan, strategi hanya bermakna apabila mencapai
sasaran yang ditentukan. Nickols (2000) menuliskan bahwa strategi tidak
dapat ada apabila terlepas dari sasaran yang akan dicapai®>. Sasaran
dalam penyusunan strategi ditetapkan oleh pemerintah melalui kebijakan
nasional yang memuat pernyataan umum mengenai hal-hal apa yang ingin
dicapai. Kebijakan nasional sendiri ditentukan melalui proses politik yang
berjalan dalam suatu negara. Politik nasional bersifat dinamis dan tidak
selalu dapat diprediksi arah perkembangannya, yang berakibat adanya
perubahan-perubahan pada sasaran yang ditetapkan dalam kebijakan.
Pada gilirannya perubahan pada politik dan kebijakan akan menentukan

strategi yang dirumuskan.

Data dan Fakta
Strategi dalam menghadapi ancaman terhadap kepentingan nasional di

Laut Natuna Utara yang bersumber dari perilaku koersif Cina untuk mendukung

*' US Departement of Defense. 2018. Joint Doctrine Note 1-18 Strategy.
%2 Johnson, G. and Scholes, K. 1997. Exploring corporate strategy. London: Prentice Hall.
® Nickols.us. 2021. “Strategy: Definitions and Meaning”. [online],

https://nickols.us/strategy definition.htm, diakses pada 12 Agustus 2021 pukul 2.02 WIB.
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klaim wilayahnya di Laut Cina Selatan perlu untuk direformulasi agar dapat
memberikan efek yang diharapkan. Data dan fakta yang ada dapat digunakan
untuk mengidentifikasi adanya ATHG terhadap kepentingan nasional Indonesia di
ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara dan kebutuhan untuk melakukan reformulasi

strategi Indonesia diuraikan dalam bagian ini.

a. Peningkatan Perilaku Koersif Cina Dalam Mendukung Klaim

Perilaku koersif Cina di laut pernah terjadi di masa lalu, antara lain
pada 1974 ketika terjadi konflik singkat yang intens dengan Vietnam dan
pada 1988 di Laut Cina Selatan®. Beberapa tahun terakhir, Cina kembali
melakukan tindakan koersif yang mengancam keamanan regional dan
tatanan internasional. Studi dari Young dan McNulty mengenai penggunaan
taktik negara-negara pemilik klaim di Laut Cina Selatan menemukan
peningkatan penggunaan kekuatan paramiliter oleh Cina sejak awal 2009,
dan memuncak pada 2012%. Sejak itu, Cina menggunakan taktik-taktik
baru untuk mendukung klaim wilayahnya. Tindakan yang dilakukan Cina
secara teliti direncanakan untuk mencegah keterlibatan Amerika Serikat di
kawasan sengketa dengan mengeksploitasi ambiguitas, asimetri, dan
peningkatan kegiatan secara perlahan.

Upaya-upaya yang dilakukan Cina secara perlahan menggeser
status quo yang ada dengan memanfaatkan keunggulan Cina dalam konflik
asimetris. Secara asimetris, Cina memanfaatkan berbagai instrumen
kekuatan yang dimiliki, yaitu militer, paramiliter, tindakan ekonomi, hukum,
dan informasi. Cina juga melakukan tindakan diplomatik secara gencar
untuk melindungi dan memajukan klaim wilayahnya. Data historis antara
tahun 1995 hingga 2013 menunjukkan bahwa diantara negara-negara yang
memilki klaim di Laut Cina Selatan, Cina adalah negara yang paling aktif
melakukan upaya-upaya untuk mendukung klaimnya. Lihat lampiran 1
gambar 2.2.

b. Penggunaan Strategi Wilayah Abu-Abu oleh Cina di ZEE

Indonesia

34

Fravel, M., 2008. Strong borders, secure nation. Princeton: Princeton University Press.

° D. Yung, C. and McNulty, P., 2015. “An Empirical Analysis of Claimant Tactics in the South

China Sea”. [online] National Defense University Press,

https://ndupress.ndu.edu/Media/News/Article/718101/an-em pirical-analysis-of-claimant-tactics-

in-the-south-china-sea, diakses pada 13 Agustus 2021 pukul 2.35 WIB.
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Di Laut Natuna Utara yang berada dalam klaim Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia (ZEEIl), Cina menerapkan pola koersif yang sama.
Beberapa fakta kejadian antara lain sebagai berikut:

1) Pada 12 September 2020, kapal Coast Guard Cina CCG5204
memasuki wilayah ZEEI, sehingga memicu nota protes dari
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI).

2) Pada 30 Desember 2019, KRI Tjiptadi-381 mendeteksi dan
membayangi kapal Coast Guard Cina CCG4301 yang berada di
wilayah ZEEl dan mengawal kapal-kapal penangkap ikan
berbendera Cina.

3) Sepanjang Januari 2020, terjadi gangguan terhadap nelayan-
nelayan Indonesia di Kepulauan Natuna oleh kapal ikan asing
(KIA) Cina yang dikawal oleh kapal Coast Guard Cina, sehingga
menyebabkan nelayan Indonesia tidak berani melaut.

11.  Lingkungan Strategis
a. Lingkungan Strategis Global
1) Kebangkitan Cina Sebagai Kekuatan Besar Dunia (Major
State)

Visi Cina mengenai perannya di kancah global sangat
dipengaruhi dengan sejarah kelam di masa lalu. Budaya politik Cina
sangat dipengaruhi rasa dendam akan periode sejak pertengahan
abad ke-19 yang disebut oleh Partai Komunis Cina (PKC) sebagai
abad penghinaan saat kedaulatan Cina direbut oleh kekuatan-
kekuatan imperialis pada saat itu®. Karena itu, Cina memiliki ambisi
untuk menjadi kekuatan yang dominan di tingkat global yang dijiwai
kenangan masa lalu saat Kekaisaran Cina merupakan pusat
kekuasaan di Asia. Sejak dilakukannya reformasi ekonomi pasca era
Mao di akhir dekade 1970-an, Cina mengalami ledakan
pertumbuhan ekonomi. Dalam waktu tiga puluh tahun, perkonomian

% Zhou, J. 2014. Chinese vs. Western Perspectives: Understanding Contemporary China.
Plymouth: Lexington Books, p. 11.
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Cina tumbuh hingga tujuh belas kali lipat*’. Pada 2014, Cina telah
menjadi ekonomi terbesar di dunia apabila menggunakan ukuran
Gross Domestic Product (GDP). Pertumbuhan ekonomi yang luar
biasa ini menjadi sumber legitimasi utama Cina dalam hubungan
internasional.

Era kepemimpinan Presiden Xi Jinping membawa perubahan
yang lebih terasa mengenai politik luar negeri Cina yang menjadi
lebih aktif untuk melindungi kepentingan di luar negeri dan keinginan
untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara besar®. Untuk
menopang politik luar negeri, pemerintah Cina meluncurkan
beberapa inisiatif ekonomi dan politik termasuk Belf and Road
Initiative (BRI) pada 2013 dan Asia Infrastructure Investment Bank
(AlIB) pada 2015. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit, Cina
yang memiliki perbatasan dengan banyak negara telah menjadikan
kepentingan nasionalnya sebagai isu internasional. Negara ini
memiliki sejarah panjang konflik dengan negara-negara tetangga di
kawasan yang saat ini menjadi salah satu pusat ekonomi dunia.

2) Peningkatan Kemampuan Maritim Cina

Untuk melaksanakan tindakan koersif dalam mendukung
klaim di Laut Cina Selatan, Cina melaksanakan peningkatan
kemampuan secara signifikan. Beberapa studi mengamati bahwa
militer Cina (People’s Liberation Army, selanjutnya disingkat PLA)
melakukan percepatan inovasi teknologi setelah menyaksikan
keunggulan militer Amerika Serikat pada perang teluk 1991%. PLA
secara spesifik memberikan fokus pada potensi penggunaan senjata
berkendali presisi dan meningkatkan kemampuan intelijen,
pengawasan, dan pengintaian. Selama dua puluh tahun terakhir,
Cina mengembangkan kemampuan kapal selam, rudal jelajah, rudal

3 Liu, Guoli. 2011. Understanding China Today: Politics and Government in China. ABC-CLIO
and Morrison, Wayne. 2011. China’s Economic Rise: History, Trends, Challenges, and
Implications for the United States. Congressional Research Service.

® Jiemian, Yang. 2013. China’s Diplomacy: Theory and Practice. World Publishing Corporations.
° Novak, B., & Mahnken, T. 2014. “Strategic Studies Quarterly”. 8(3), 133-135.
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anti-kapal, senjata anti-satelit, peperangan siber, aset-aset intelijen,
serta pengintaian jarak jauh.

Selain kemampuan militer berteknologi tinggi, Cina juga
mengembangkan kemampuan non-militer untuk tindakan koersif
dengan meningkatkan kemampuan satuan parmiliter, penegak
hukum, milisi maritim, dan kapai-kapal penangkap ikan*'. Salah satu
contoh adalah pembentukan Tanmen Maritime Militia yang
digunakan secara aktif untuk mendukung klaim wilayah di Laut Cina
Selatan*. Cina juga mendirikan instansi baru yang menyatukan
empat badan penegak hukum di laut yang disebut sebagai China
Coast Guard, yang saat ini sangat aktif beroperasi di Laut Cina
Selatan, termasuk di Laut Natuna Utara.

b. Lingkungan Strategis Regional
1) Pola Hubungan Cina Dengan Negara-Negara di Kawasan
Asia Tenggara

Pemikiran tradisional strategis Cina memandang dirinya
sebagai “Kerajaan Tengah” yang menjadi pusat dari tatanan regional
dan negara-negara lain di sekitarnya ditempatkan sebagai negara
taklukan atau client state yang harus mendukung kepentingan Cina.
Konsep mengenai kemitraan antarnegara merupakan konsep
modern yang belum sepenuhnya diserap dalam budaya pemikiran
strategis Cina. Secara historis hubungan Cina dengan negara-
negara di Asia Tenggara di masa lalu adalah penaklukan atau
menuntut upeti sebagai bentuk pengakuan keunggulan Cina atas
negara-negara kawasan. Dalam pola hubungan internasional
modern yang berlaku saat ini, pola-pola tersebut sudah tidak lagi ada
secara formal, dan pola hubungan baru antara Cina dan negara-

40
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negara kawasan dibangun sejak era pasca Perang Dunia ke-Il ketika
sebagian besar negara-negara Asia Tenggara menjadi negara
merdeka.

Pada era 1950 sampai 1970-an, Cina menjalin tiga pola
pokok, yaitu persekutuan militer dan ideologi dengan Vietnam Utara,
hubungan diplomasi dengan negara-negara kawasan yang tidak
dikuasai komunis dan bersahabat dengan Cina, seperti Burma,
Kamboja, dan Indonesia, serta negara-negara yang memiliki
perjanjian keamanan dengan Amerika Serikat dan secara terbuka
anti-komunis, seperti Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand.
Pola hubungan ini bertahan hingga pertengahan 1970-an. Ketika
kudeta komunis di Indonesia dan Kamboja menyebabkan putusnya
hubungan dengan Cina, dan sekutu-sekutu tradisional Cina, seperti
Laos dan Vietnam, beralih mencari perlindungan dari Uni Soviet.
Pada dekade 1980 sampai 1990-an, berkurangnya peran Amerika
Serikat di Asia Tenggara mendorong terjadinya peningkatan
hubungan antara negara-negara ASEAN dengan Cina.

2) Respons ASEAN Terhadap Klaim Cina di Laut Cina
Selatan

Sengketa wilayah di Laut Cina Selatan menjadi salah satu
permasalahan yang belum disikapi secara tegas oleh ASEAN
sebagai bentuk kerja sama regional antarnegara di kawasan Asia
Tenggara. Belakangan ini, negara-negara di luar kawasan ASEAN,
seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, India, dan Rusia, juga
terlihat terlibat aktivitas yang berpotensi menimbulkan sengketa di
kawasan Laut Ciina Selatan menjadi semakin rumit.

Mengantisipasi  kemungkinan tersebut, negara-negara
anggota ASEAN, melalui ASEAN Regional Forum (ARF), sejak awal
dekade 1990-an telah mengambil inisiatif untuk merespons potensi
meningkatnya konflik di Laut Cina Selatan. Pada 22 Juli 1992 di
Manila, Filipina, para menteri luar negeri dari negara-negara anggota
ASEAN mengeluarkan ASEAN Declaration of Conduct on the South
China Sea. Deklarasi ini berisi seruan kepada semua pihak untuk
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menyelesaikan sengketa dengan damai dan diterapkannya prinsip
Treaty of Amity and Cooperation (TAC). Sepuluh tahun kemudian,
pada 4 November 2002, kesepakatan formal berhasil dicapai.
ASEAN dan Cina sepakat mengeluarkan Declaration on Conduct of
the Parties in the South China Sea (DoC) yang ditandatangani di
Phnom Penh, Kamboja. Deklarasi ini berisikan komitmen ASEAN
dan Cina untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional,
menghormati freedom of navigationdi Laut Cina Selatan, dan
komitmen untuk menyelesaikan sengketa secara damai*.

Pada 2011, ASEAN dan Cina menyepakati Guidelines for the
Implementation of the DoC. Keberhasilan merumuskan guidelines ini
sering disebut sebagai capaian besar ASEAN pada 2011. Indonesia
saat itu bertindak selaku ketua forum regional tersebut. Kesepakatan
ini juga merupakan langkah awal dimulainya pembahasan mengenai
Code of Conduct in the South China Sea (CoC). Code of Conduct ini
sedianya berfungsi sebagai mekanisme operasional terkait
pencegahan konflik, yakni dengan mengatur tata perilaku negara-
negara yang bersengketa secara efektif di kawasan Laut Cina
Selatan. Perkembangan terakhir adalah pada 3 November 2019 di
Bangkok, Thailand, telah dirumuskan pernyataan bersama antara
para pemimpin negara-negara anggota ASEAN dan Cina. Ada
delapan belas pernyataan bersama. Salah satu poin penting dari
pertemuan ini adalah kesepakatan untuk memastikan pentingnya
menjaga dan mengutamakan perdamaian, keamanan, stabilitas,
keselamatan, dan kebebasan navigasi masuk dan keluar di kawasan
Laut Cina Selatan.

c. Lingkungan Strategis Nasional
1) Gatra Geografi

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki luas wilayah

yurisdiksi nasional 6,4 juta km? dengan jumlah pulau sekitar 17.504

pulau, luas perairan 5,8 juta kilometer persegi, dengan panjang garis

* Asean.org. 2021. “ASEAN Website — One Vision, One Identity, One Community”. [online]
https://asean.org/?static post=declaration-on-the-conduct-of-parties-in-the-south-china-sea-3,
diakses pada 15 August 2021 pukul 2.31 WIB.
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pantai (base line) 108.000 kilometer, serta terletak di posisi silang
dunia di antara dua benua dan dua samudera yang membentang di
sepanjang katulistiwa (95° BT - 141° BT).** Wilayah laut Indonesia,
baik teritorial maupun ZEEI, merupakan potensi perekonomian yang
sangat besar untuk kesejahteraan rakyat. Konfigurasi Indonesia
sebagai negara maritim dengan wilayah laut yang sangat luas
menjadi determinan pokok dari aspek pertahanan dan keamanan,
ekonomi, sosial dan budaya.

2) Gatra Demografi

Perkiraan berdasarkan laju pertumbuhan saat ini, jumlah
penduduk Indonesia pada 2015 berjumlah 247,623 Juta, pada 2020
berjumlah 259,721 juta jiwa, dan pada 2025 berjumlah 270,538
jiwa*. Apabila pertumbuhan penduduk tidak dikelola dengan baik.
maka akan menyebabkan berbagai permasalahan dalam
penyediaan bahan pangan. Di sisi lain, jumlah penduduk yang besar
merupakan salah satu modal besar yang potensial dapat
dimanfaatkan dalam rangka pembangunan nasional. Tantangan lain
dari aspek demografi adalah penyebaran penduduk Indonesia yang
tidak merata yang merupakan tantangan sekaligus dapat menjadi
masalah.

3) Gatra Sumber Kekayaan Alam (SKA)

Sumber kekayaan alam Indonesia cukup besar dan beraneka
ragam, serta tersebar di seluruh nusantara, merupakan karunia
Tuhan Yang Maha Esa sebagai modal untuk membangun bangsa.
Untuk memanfaatkan seluruh kekayaan alam tersebut tidak cukup
hanya jumiah potensi yang dimiliki bangsa, namun memerlukan
modal, pengetahuan dan teknologi, serta tenaga profesional.
Prasyarat pengelolaan kekayaan alam tersebut masih belum cukup
dimiliki oleh bangsa Indonesia, sehingga memerlukan kerja sama
dengan investor asing. Melimpahnya sumber daya kelautan terutama
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di Kawasan Timur Indonesia (KTI) apabila tidak dikelola secara baik
dengan mengedepankan asas keadilan dan kelestarian lingkungan,
maka akan dapat menimbulkan permasalahan, seperti disparitas dan
kecemburuan sosial.
4] Gatra Ideologi

Seiring dengan era reformasi dan kurangnya kesadaran akan
ideologi, ditengarai mulai adanya upaya untuk menghidupkan
kembali perilaku kelompok-kelompok yang mempertanyakan kembali
Pancasila sebagai ideologi tunggal. Kelompok ini telah melakukan
kegiatan-kegiatan yang merongrong kewibawaan pemerintah
dengan menghasut masyarakat yang tidak puas dengan kebijakan
pembangunan yang dilakukan pemerintah yang belum dapat
memeratakan kesejahteraan rakyat. Tujuan dari upaya kelompok-
kelompok yang tidak setuju dengan ideologi pancasila adalah
mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain.
5) Gatra Politik

Politik nasional pada 2021 didominasi beberapa klaster isu,
yaitu legislasi politik, kebebasan sipil, kejahatan siber dan
digitalisasi, pelembagaan politik, politik identitas, radikalisme dan
terorisme, serta separatisme di Papua. Isu-isu tersebut berpotensi
menimbulkan instabilitas politik di dalam negeri apabila tidak dikelola
dengan baik, terlebih lagi pandemi Covid-19 belum bisa diprediksi
kapan akan berakhir dan makin meluasnya ketidakpuasan terhadap
pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19 tersebut.
Instabilitas politik domestik adalah suatu hal yang harus dihindari
karena berdampak terhadap kredibilitas Indonesia di panggung
internasional.
6) Gatra Ekonomi

Sirkumstansi perekonomian Indonesia saat ini bisa dikatakan
cukup baik setelah masuk ke jurang resesi pada 2020 yang lalu
karena mengalami pertumbuhan ekonomi negatif selama dua kuartal
secara berturut-turut. Pada 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia

berada di level positif seperti halnya negara-negara lain yang
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terpapar pandemi Covid-19, seperti Amerika Serikat, Cina, dan India.
Perekonomian yang positif ini tentu saja merupakan kabar baik
dalam  mendukung upaya-upaya pemerintah dalam hal
penyelenggaraan pertahanan negara, termasuk pertahanan negara
dalam konteks dinamika hubungan internasional atau hubungan
dengan negara-negara lainnya.
7) Gatra Sosial Budaya

Dalam konteks penyelenggaraan pertahanan negara, gatra
sosial budaya menjadi determinan penting terhadap terwujudnya
keamanan nasional. Sebagai sebuah bangsa dan negara, Indonesia
tersusun atas keberagaman dalam hal suku, budaya, bahasa, adat-
istiadat, serta agama, yang mana masing-masing keberagaman
tersebut apabila tidak dikelola dengan baik dapat menjadi penyebab
munculnya segregasi nasional yang menghancurkan persatuan dan
kesatuan bangsa. Pengelolaan keberagaman yang ada perlu
berpijak pada empat konsensus dasar kebangsaan yang dapat
menjadi faktor pengikat/pemersatu terhadap keberagaman yang ada.
8) Gatra Pertahanan dan Keamanan

Dari aspek ini dapat disampaikan beberapa kejadian yang
berkaitan, diantaranya adalah: (a) untuk merespons meningkatnya
kehadiran kapal-kapal militer dan paramiliter Cina di Laut Natuna
Utara, TNl Pada akhir 2018 menggelar satuan TNI terintegrasi
Natuna.*’, serta (b) menindak lanjuti adanya pelanggaran hukum di
wilayah perairan Indonesia diperlukan penguatan institusi penegakan
hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan
meningkatkan kinerja Badan Keamanan Laut Rl (Bakamla RI) untuk
menyinergikan masing-masing institusi yang memiliki kewenangan

menindak pelanggaran di laut.

“® CNN Indonesia. 2018. “Panglima Resmikan Satuan TNI Terintegrasi di Natuna”. (18/12/2018),
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181218180004-20-354636/panglima-resmikan-
satuan-tni-terintegrasi-di-natuna, di akses pada 21 Juni 2019 pukul 14.07 WIB.
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12. Peluang dan Kendala

Berdasarkan perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional,
maupun nasional, Indonesia memiliki peluang dan menghadapi kendala
dalam konteks reformulasi strategi penangkalan dalam merespons tindakan
koersif Cina di Laut Cina Selatan, sebagai berikut:

a. Peluang

Klaim wilayah Cina yang berbasis sejarah atas Laut Cina Selatan
bersinggungan dengan kepentingan nasional beberapa negara Asia
Tenggara lainnya yang notabene merupakan mitra strategis Indonesia dalam
lingkup ASEAN, seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam.
Indonesia sendiri memiliki atribut regional sebagai negara founding father
ASEAN, serta memiliki posisi yang strategis sebagai negara kunci karena
besaran demografis, letak geografis yang strategis, serta kapasitas politik,
ekonomi, dan pertahanan keamanan yang kuat yang menjadi faktor
pendukung dalam memperkokoh struktur ASEAN sebagai kekuatan regional
Asia Tenggara.

Dalam konteks benturan kepentingan dengan Cina di Laut Natuna
Utara, Indonesia dapat mengedepankan instrumen ASEAN dalam
melakukan diplomasi dengan Cina. Artinya, Indonesia tidak harus head fo
head dengan Cina secara langsung, melainkan menggunakan kekuatan
organisasional ASEAN yang lebih besar dan strategis, terlebih lagi hampir
setengah negara anggota ASEAN tersebut merupakan negara yang
statusnya juga berkonflik dengan Cina. ASEAN sendiri sebagai organisasi
regional memiliki instrumen perdamaian, seperti Treaty of Amity and
Cooperaticn (TAC), yang dapat dibenturkan dengan aksi-aksi koersif Cina di
Laut Cina Selatan yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai dan tujuan
perdamaian yang diusung ASEAN.

Peluang lainnya yang dimiliki Indonesia dalam konteks reformulasi
strategi penangkalan Indonesia dalam merespons tindakan koersif Cina di
Laut Cina Selatan adalah kebijakan pemerintah untuk menjadikan Indonesia
sebagai negara berkekuatan maritim. Pemerintah Indonesia di bawah rezim
Presiden Joko Widodo mulai mengarusutamakan matra maritim setelah
sekian lama corak kebijakan presiden-presiden sebelumnya sangat kental
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pendekatan kontinentalnya (berbasis daratan). Pengarusutamaan matra
maritim tersebut tercermin pada kebijakan Poros Maritim Dunia yang
menggabungkan berbagai dimensi, tidak hanya militer, tapi juga non-militer,
sebagai satu kesatuan yang utuh untuk menjadi negara berkekuatan maritim.
Hal ini juga didukung dengan peningkatan anggaran pertahanan negara
secara progresif dari tahun ke tahun untuk memperkuat posisi TNI sebagai

komponen utama sistem pertahanan negara.

b. Kendala

Cina sebagai sebuah negara terus berupaya untuk meningkatkan
kapasitas nasionalnya di segala lini, khususnya militer dan perekonomian,
dalam rangka memperkuat dan memperiuas pengaruhnya di tataran global.
Penguatan pengaruh pada tataran global tersebut diaktualisasikan melalui
berbagai kebijakan yang unilateralis dan konfliktual dengan negara lain,
sebagai contoh adalah apa yang dilakukan Cina saat ini di Laut Cina Selatan
yang melanggar hak berdaulat negara-negara lain termasuk Indonesia.

Untuk mendukung penguatan dan perluasan pengaruh tersebut,
peningkatan kapasitas militer mutlak dilakukan. Cina saat ini berfokus pada
penguatan sistem persenjataan dengan memiliki senjata kendali presisi,
kapal selam, rudal jelajah, rudal anti-kapal, senjata anti-satelit, dan aset-aset
intelijen. Cina juga terus meningkatkan kemampuan personelnya dalam hal
peperangan, pengawasan, pengintaian, intelijen, serta teknik-teknik
peperangan di ranah siber. Hal ini tentunya menjadi kendala serius bagi
negara-negara yang berseteru dengan Cina karena posisi head fo head
secara langsung dengan Cina dapat menempatkan negara tersebut pada
kondisi harus mengakomodasi kepentingan nasional Cina karena kalkulasi
kapasitas militer yang berada di bawah kapasitas militer Cina. Inilah yang
harus dihindari oleh Indonesia. Selain itu, kapasitas perekonomian yang
kuat, serta kebijakan ekspansi pasar ke kawasan lain, berpotensi untuk
memecah soliditas ASEAN, karena Cina mampu memainkan kekuatan

ekonominya untuk merubah arah kebijakan luar negeri negara lain.






